BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengamatan dan analisis pada penelitian ini

antara lain :

1.

Perencanaan kawasan permukiman merupakan kawasan yang paling mendominasi
dalam strategi pengembangan daerah pada area penelitian yaitu sebesar 48,9%.
Perkiraan daya tampung perumahan diarea penelitian berdasarkan Rencana Pola

Ruang Kota Mataram adalah sekitar 2.425 unit rumah.

. Hasil analisa menunjukkan ketidaksesuaian penentuan lokasi industry PLTGU

Lombok Peaker dengan mempertimbangkan kriteria berdasarkan permenperin
No.40/2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri.
20,36 Ha kawasan permukiman eksisting dan 13,6 Ha lahan yang direncanakan

sebagai kawasan permukiman masuk dalam area terdampak aktifitas industri.

5.2. Saran

1.

Berdasarkan hasil pembahasan maka seyogyanya peruntukan ruang terhadap kawasan
yang terdampak oleh aktifitas kawasan industry perlu dipertimbangkan kembali untuk
dikembangkan sebagai kawasan permukiman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat disekitar kawasan pembangkitan
energi. Untuk memenuhi hal tersebut, penulis memberikan saran pada pihak pengelola
pembangkit untuk meminimalisir dampak yang dirasakan masyarakat sekitar. Saran
yang dimaksud disini adalah penambahan lahan RTH dikawasan industri sebagaimana
tercantum dalam Permenperin No.40/2016 tentang pedoman teknis pembangunan
kawasan industri bahwa minimal RTH dalam kawasan industri tidak kurang dari 10%
luas lahan. Seperti diketahui beberapa manfaat RTH dan hutan kota itu sendiri dapat
meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari aktifitas kawasan industry. Manfaat
RTH dan hutan kota sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundangan

yang berlaku dan juga beberapa publikasi terkait sebagaimana dijelaskan dalam

Tabel.
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Tabel 5.1. Manfaat RTH dan Hutan Kota.

No. Manfaat yang Dirazakan RTHY Hutan Kota? Keterangan
1. Ameliorasi iklim (pengatur mikroklimat) J Panas udara

2. Penangkal polusi butir padatan debu J Bentuk partikel

3. Penangkal polusi gas J GRK

4 Ventilasi kota J Penyedia 02

5. Pengendali silau cahaya J Sinar mentari

6. | Paru-paru kota J J Udara segar

7. Penangkal kebisingan J Sekitar industri

8. | Pengendaliair limbah J Drainase

9. Pengendali erosi J J Tanah

10. | Penurun stress J Oksigen tinggi

11. | Pelestarian plasma nutfah J J Konservasi alam
12. | Pusat habitat kehidupan (fauna dan flora) liar J J Konservasi jenis
13. | Pencegahan instrusi air laut J J Hutan mangrove
14. | Peningkatan keindahan kota J J Estetika

15. | Penyedia airtanah J J Tata air

16. | Material untuk dijual (kayu, daun, bunga dan J J Komersialisasi

buah)
17. | Penyedia estetika kota J J Baik taman dan hutan
kota
18. | Penyedia rekreasi J Adanya iklim mikro
19. | Skala pembangunannya besar kecil Hutan kota dapat seluas
2500 m2
Sumber : Permen PU No. 05/PRT/M/2008

Pada kawasan industri listrik PLTGU diketahui terdapat kurang dari 10% lahan
dimanfaatkan sebagai RTH, hal ini sangat disayangkan mengingat kegiatan produksi
tenaga listrik dapat memberi pengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar
kawasan pembangkit.

Peran pemerintah sangat diperlukan guna mengontrol perkembangan permukiman di
area sekitar kawasan pembangkitan seperti memberikan batasan terhadap
pengembang perumahan modern untuk mengembangkan lahan permukiman disekitar

area pembangkitan.
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3. Mempertahankan ruang-ruang sisa yang belum terkelola dan ruang-ruang sisa yang
sudah termanfaatkan sebagai ruang terbuka disepanjang koridor jalan arya banjar

getas.

5.3. Harapan Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintahan dan masukan
pada penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi dalam mengkaji wilayah industri ditengah

permukiman perkotaan khususnya wilayah industri listrik PLTGU Lombok Peaker.
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